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ABSTRAK 
 

This paper explores American diplomacy in addressing Korean 
nuclear crisis during the Clinton and Bush administration.  I employ 
Tract One Diplomacy as the main concept to approach American 
diplomacy on the crisis during 1994-2007.  I propose two sets of 
argument. First, in a crisis situation, the president as the executive 
leader holds a powerful influence in formulating foreign policy. Each 
president has different style in which it affects the diplomatic style. 
Second, both Clinton and Bush employed different style in dealing 
with the crisis. Clinton tends to use bilateral relations with soft 
approaches. Meanwhile, Bush tends to use multilateral forum 
combined with heavy-handed approach such as economic sanction, 
freeze North Korean assets and opposed to the US-North Korean 
bilateral talks. Third, although differs in diplomatic style, both 
shared  the use of  rewards only if North Korea close down its nuclear 
facilities. 
   
Keywords: American foreign policy, nuclear crisis, Track One 
Diplomacy. 

 
 
 
 

Senjata nuklir telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Semenanjung Korea 
selama lebih dari 50 tahun. Perjanjian tahun 1953 antara Amerika Serikat dengan 
Korea Utara, yang menghentikan Perang Korea adalah perjanjian gencatan 
senjata, bukan perjanjian perdamaian. Kenyataan tersebut, disertai dengan  
pemusatan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Semenanjung Korea, 
yakni di Korea Selatan, dinilai oleh Korea Utara sebagai ancaman serius yang 
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berlangsung terus-menerus. Korea Utara merasa dikepung oleh kekuatan yang 
"hostile" menumbuhkan "siege mentality" atau mentalitas terkepung. 
(http://indonesian.cri.cn/1/2007/04/13/1@62512.htm, diakses 19 April 2007) 
 
Kenyataan tersebut juga telah memotivasi Pemimpin Besar Korea Utara, Kim Il 
Sung, untuk meluncurkan program nuklirnya sendiri. Program nuklir Korea Utara 
dimulai pada tahun 1964-an di daerah Yongbyon dengan bantuan dari Uni Sovyet. 
Selama lebih dari dua dekade, antara tahun 1970-an dan 1980-an, Cina ikut 
membantu dan berperan serta di dalam program nuklir Korea Utara ini (Noris 
n.d., dalam http://www.thebulletin.org /article_nn.php?art_ofn=ma03norris, 
diakses Oktober 2006).  
 
Program nuklir Korea Utara tersebut semakin berkembang dan memunculkan 
kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan dunia internasional. Kekhawatiran itu 
muncul dari reaktor grafit yang dibangun Korea Utara. Reaktor grafit tersebut 
memiliki teknologi memproduksi pembelahan plutonium. Hasil dari pembelahan 
plutonium dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan persenjataan nuklir 
(Cumings 1997, dalam http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/cumings.htm, 
diakses 4 Desember 2007). Kekhawatiran ini berhasil diredakan untuk sementara 
ketika Korea Utara menandatangani Perjanjian Pelarangan Pengembangan 
Persenjataan Nuklir (Nuclear Non-Prolefiration Treaty/NPT) pada bulan 
Desember 1985.  
 
Perjanjian tersebut menyatakan bahwa setiap negara yang menandatangani 
perjanjian berarti setuju atas adanya pasukan penjaga keamanan dan tim inspeksi 
fasilitas nuklir yang dilakukan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). 
Tujuannya adalah untuk meyakinkan negara-negara di dunia bahwa negara 
tersebut tidak sedang membangun fasilitas nuklir yang diam-diam dan 
mengeskpor teknologi nuklirnya kepada negara lain (Viotti dan Kauppi 1997, 181). 
 
Selama rentang waktu 14 tahun (antara 1993 hingga 2007) Korea Utara kembali 
melakukan berbagai tindakan–tindakan kontroversial yang menimbulkan suatu 
krisis di Semenanjung Korea. Tercatat Korea Utara melakukan beberapa kali uji 
coba misil/rudalnya. Uji coba pertama berlangsung pada bulan Mei 1993. Korea 
Utara sukses meluncurkan misilnya, yang bernama ‘Nodong’. Kemudian pada 
bulan Agustus 1998, Korea Utara melakukan uji coba misil Taepodong-1 nya. 
Berlanjut pada Febuari 2003, Korea Utara meluncurkan misilnya ke laut Jepang 
pada hari yang sama ketika Presiden Roh Moo-Hyun (Korea Selatan) dilantik. 
Terakhir pada Juli 2006, Korea Utara menembakkan tujuh misilnya, termasuk 
diantaranya Taepodong-2. Dengan teknologi misil dan teknologi nuklir yang 
dimilikinya, Korea Utara merupakan ancaman nyata bagi Amerika Serikat dan 
dunia internasional (Samore n.d., dalam http://cns.miis.edu/pubs/npr/vol09 
/92/92samore.htm, diakses 22 November 2007).  

http://indonesian.cri.cn/1/2007/04/13/1@62512.htm
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Banyak kalangan pejabat pemerintahan Amerika Serikat berpendapat bahwa 
apabila program pengembangan nuklir dan teknologi misil Korea utara tidak 
segera dihentikan maka dalam beberapa tahun kedepan Korea Utara akan 
memiliki senjata nuklir yang sama dengan senjata nuklir yang dimiliki oleh China, 
Perancis dan Inggris. Senjata nuklir yang mengandung plutonium dan HEU 
(highly-enriched uranium) yang dibawa dengan rudal balistik jenis Taepodong-2 
mempunyai daya jelajah yang dapat mencapai hampir semua negara bagian di 
Amerika Serikat (Samore n.d, dalam  http://cns.miis.edu/pubs/npr/vol09 
/92/92samore.htm, diakses 22 November 2007). Kekhawatiran inilah yang 
mengusik pemerintah Amerika Serikat untuk segera menghentikan program 
nuklir Korea Utara. Perkembangan program nuklir Korea Utara juga mengancam 
keberadaan ”rezim non-proliferasi global” yang berlandaskan Perjanjian 
Pelarangan Pengembangan Persenjataan Nuklir (Nuclear Non-Prolefiration 
Treaty/NPT) diprakarsai, salah satunya oleh Amerika Serikat 
(http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html, diakses 24 November 2006). 
 
Krisis nuklir di Semenanjung Korea bermula pada bulan Maret 1993 ketika ketika 
Korea Utara mengumumkan pengunduran dirinya dari Perjanjian Non-Proliferasi 
Nuklir (NPT). Pada bulan Juni 1994, Korea Utara setuju untuk menunda 
pengunduran dirinya dari NPT setelah mengadakan pembicaraan dengan 
perwakilan dari pihak Amerika Serikat. Namun, akhirnya Korea Utara 
mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya dari NPT pada 10 Januari 
2003.  Kini Korea Utara kembali mengejutkan dunia dengan mengklaim bahwa 
mereka sukses melakukan uji coba nuklir bawah tanahnya 
(http://www.nautilus.org/0684KCNA.html, diakses 8 Juni 2007). 
 
Korea Utara mulai menggunakan kapabilitas nuklirnya sebagai bargaining chip 
dalam negosiasinya dengan Amerika Serikat. Perubahan pola interaksi tersebut 
membuat Amerika Serikat berfikir ulang mengenai diplomasi yang akan mereka 
tempuh. Belum lagi kesulitan yang harus dihadapi Amerika ketika berhadapan 
dengan kolot nya rejim pemerintahan Korea Utara. Amerika Serikat juga tidak 
memiliki perwakilan diplomatik di Pyongyang. Sehingga arus komunikasi diantara 
keduanya sangat minim sekali. Belum lagi permasalahan bahasa dan ideologi. 
Berbagai macam tantangan dan hambatan ini harus dihadapi oleh Amerika Seriakt 
dalam upaya nya merumuskan kebijakan untuk berdiplomasi. Terlebih lagi ketika 
Amerika Serikat ingin menyelesaikan krisis nuklir di Semenanjung Korea. 
  
 

Diplomasi sebagai Implementasi Kebijakan Luar Negeri 
 
Diplomasi adalah sebuah metode yang diambil oleh para aktor dalam usahanya 
mencapai perdamaian. Seperti yang diungkapkan oleh Kautilya, seorang diplomat 

http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html
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India Kuno, dalam bukunya Arthasastra bahwa tujuan utama diplomasi sebagai 
pengaman kepentingan negara, yakni pemeliharaaan keamanan (Roy 1995, 6).  
 
Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri, karena diplomasi 
merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan pejabat-
pejabat resmi yang terlatih (Soeryono dan Arisoendha 1986, 3). Pada banyak 
negara, kebijakan luar negeri dirancang dan diformulasikan oleh Menlu dan staf 
Deplu. Pelaksanaan diplomasi bilateral, unilateral dan multilateral dilaksanakan 
oleh para diplomat dan perwakilan perwakilan yang diutus ke negara 
bersangkutan, ditempatkan diluar negeri dan di dalam organisasi-organisasi 
internasional. Diplomasi sendiri dalam prakteknya, akan diwarnai dengan 
bermacam kegiatan-kegiatan negosiasi (Ducachek dalam Roy 1995, 3).  
 
Diplomasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat akan sangat tergantung pada 
kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat. Oleh 
karena nya sebelum membahas permasalahan diplomasi penggambaran mengenai 
kebijakan luar negeri Amerika Serikat amat diperlukan. Dalam mencoba 
mengupas perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang kompleks 
tersebut, penulis menggunakan pandangan Jerel A Rosati. Dalam bukunya yang 
berjudul The Politics of United States Foreign Policy, Rosati mengemukakan tiga 
level analisis yang digunakannya sebagai faktor kunci dalam memahami Kebijakan 
Luar Negeri Amerika Serikat (Rosati 2004, 7-9). 

 
 

Diagram 1.1. 
Pondasi Dasar untuk Menganalisa   

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 
 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
       
 

Sumber: Jerel A. Rosati, The Politics of United States Foreign Policy 
 (Canada: Wadsworth, 2004), hlm 8. 
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Dengan memakai prespektif yang memfokuskan pada pemerintahan dan 
perumusan kebijakan, penulis mencoba membedah proses perumusan kebijakan 
Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam Konstitusi Amerika Serikat, keputusan 
kebijakan luar negeri berada di tangan Presiden dan Kongres. Kebijakan luar 
negeri yang dihasilkan oleh eksekutif harus mendapat persetujuan legislatif agar 
dapat diimplementasikan (Janda et al. 1992, 742). Meski kedua lembaga politik AS 
itu saling bekerja sama dalam membuat keputusan kebijakan luar negeri, tetapi 
pelaksanaan operasional kebijakan secara langsung berada di bawah kendali 
presiden. Presiden dapat  melakukan negosiasi, mempengaruhi, mengancam, atau 
bahkan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menghadapi aktor internasional 
lain (Burns 1993, 642). 
 
Dalam sebuah situasi krisis yang membahayakan kepentingan negara, pemimpin 
tertinggi sebuah negara berwenang membuat kebijakan untuk menanggulanginya. 
Dalam kasus ini, Presiden Amerika merupakan pemimipin tertinggi dalam 
pemerintahan Amerika sebagai (chief of administrator). Dengan keterbatasan 
waktu untuk membuat suatu kebijakan dan dengan otoritasnya sebagai pimpinan 
tertinggi sebuah pemerintahan Presiden dapat mengabaikan prosedur birokratik 
yang biasanya dilakukan. Seperti apa yang diungkap oleh Arthur Schlesinger Jr., 
dalam The Imperial Presidency. Hubungan politik antara legislatif dan eksekutif 
berlangsung seperti sebuah pendulum. Suatu kala dalam situasi genting, krisis 
atau dalam suasana perang,  kekuasaan (power) lebih condong kepada presiden 
dan lembaga eksekutif. Sementara dalam masa-masa damai, kekuasaan kembali 
kepada kongres (Schlesinger 1989).  

 
 

Track One Diplomacy 
 

Dalam memaparkan diplomasi Amerika Serikat terhadap penyelesaian kasus 
nuklir semenanjung Korea, penulis mencoba membedahnya melalui kerangka 
diplomasi Track One. Karena dalam banyak kasus, diplomasi Track one 
merupakan diplomasi yang digunakan banyak negara dalam menyelesaikan 
sebuah konflik. Diplomasi ini bekerja pada level pemimpin tingkat tinggi, karena 
aktor–aktor tersebut percaya bahwa masalah yang dihadapi akan dapat 
dipecahkan secara tuntas dengan melibatkan power dalam sebuah negosiasi. 
Diplomasi ini juga memungkinkan suatu negara/pihak yang berkonflik membuat 
suatu perjanjian resmi. Dengan kondisi Korea Utara yang tertutup dan terisolasi 
dari dunia luar. Dimana terjadi pembatasan arus informasi dan akses orang-orang 
yang berkunjung ke Korea Utara. Hal tersebut menghambat dan membatasi pola 
diplomasi yang akan dimainkan oleh Amerika Serikat. Praktis Amerika Serikat 
hanya dapat menggunakan jalur Track One  dalam upayanya bernegosiasi dengan 
para petinggi di Korea Utara. 
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Diagram 1.2. 

Diplomacy Track One & Track Two 
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Sumber: Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks [online]. 

dalam www.copoj.ca/jeffrey.pdf [diakses 13 November 2007]. 

 
 

Diplomasi AS pada Era Bill Clinton (1994-2000) 
 

Presiden Bill Clinton merupakan Presiden Amerika Serikat pertama yang mewarisi 
berakhirnya era Perang Dingin. Sebagai presiden dari Partai Demokrat, Clinton 
lebih banyak terfokus pada permasalahan ekonomi daripada militer dan power 
politics. Kebijakan luar negeri yang ditempuh Clinton cenderung mengarah pada 
upaya-upaya penciptaan perdamaian melalui jalur diplomasi. Hal itu dapat dilihat 
dari usahanya dalam kasus Somalia, meredakan ketegangan di Haiti, kasus 
bailouts peso di Meksiko, peranannya dalam membantu meredakan  konflik 
antara Bosnia-Kosovo, dan mensponsori terciptanya perjanjian damai antara 
Israel-Palestina di Oslo tahun 1993 (Ikenberry 2004, 8-10). 
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Dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, presiden tidak dapat 
melepaskan diri dari masukan-masukan yang diberikan para penasihatnya, baik 
staf pribadi yang berkantor di Gedung Putih maupun para anggota kabinet yang 
tergabung dalam National Security Council (NSC). Tidak tertutup kemungkinan, 
para penasihat itu tidak sekadar memberikan masukan tentang kebijakan luar 
negeri yang mesti diambil Amerika Serikat, tapi juga menanamkan pengaruh agar 
presiden mengikuti nasihat yang diajukannya.  
 
 

Diagram 1.3. 
Sistem Kebijakan Luar Negeri Clinton 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Jerel A. Rosati, The Politics of United States Foreign Policy, (Canada: 
Wadsworth, 2004), hal 130. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Jerel A. Rosati, The Politics of United States Foreign Policy 
 (Canada: Wadsworth, 2004). 

 
 
Dari Diagram 1.3. diketahui bahwa keputusan tentang kebijakan luar negeri yang 
diambil Presiden mendapat pengaruh informal dari sejumlah lembaga dalam 
kabinet Clinton. Di antaranya adalah Wakil Presiden: Al Gore; Menteri Luar 
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Negeri: Warren M. Christoper (1993-1997) dan Medeleine Albright (1997-2001); 
Menteri Pertahanan: Les Aspin (1993-1994), William J. Perry (1994-1997), dan 
William S. Cohen (1997-2001); Penasehat Ekonomi Nasional: Robert Rubin 
(1993), Laura D. Tyson (1995), Gene Sperling (1997); serta Penasihat Keamanan 
Nasional: Anthony Lake. Mereka juga tergabung dalam National Security Council 
(NSC) yang dibentuk Kongres pada tahun 1947 untuk membantu presiden dalam 
mengintegrasikan kebijakan luar negeri, ekonomi, dan militer  yang 
mempengaruhi keamanan nasional. NSC bekerja langsung di bawah presiden dan 
secara hukum terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, dan 
menteri pertahanan. Di samping itu, kepala staf Gedung Putih, dan penasihat 
keamanan nasional juga terlibat di dalamnya (Ikenberry 2004).  
 
Pada masa pemerintahan Bill Clinton, Amerika Serikat banyak melakukan 
Diplomasi Track One terkait dengan permasalahan nuklir di Semenanjung Korea. 
Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan mengirimkan perwakilan-perwakilan 
resmi mereka untuk bernegosiasi dengan Korea Utara perihal permasalahan 
nuklir. Tercatat ada dua kunjungan diplomat Amerika ke Pyongyang  untuk 
bernegosiasi. Kunjungan pertama adalah kunjungan Willian Perry (25-28 Mei 
1999), yang membawa misi Presiden Clinton untuk bernegosiasi dengan Kim Jong 
Il. Kunjungan berikutnya adalah kunjungan Madeleine Albright (23-24 Oktober 
2000) pada akhir kekuasan pemerintah Clinton.  
 
Pemerintahan Clinton juga melakukan upaya-upaya diplomasi Track One dalam 
kerangka diplomasi Bilateral (diplomasi antar negara). Tercatat pada tahun 1994 
dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (Amerika Serikat dan Korea 
Utara) melalaui Agreed Framework.  Dan pada rentang waktu antara April 1996 
hingga November 2000 terjadi serangkaian negosiasi antara Amerika Serikat 
dengan Korea Utara terkait dengan program pengembangan misil dan penjualan 
teknologi misil Korea Utara.  

 
 

The Agreed Framework 1994 
 

Di tengah ancaman perang antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. 
Keberangkatan Jimmy Carter pada Juni 1994 dimaksudkan untuk meredakan 
tensi yang memanas akibat kekerasan sikap Korea Utara dan permasalahan sanksi 
yang akan diberikan oleh Amerika beserta DK PBB. Ketegangan antara Amerika 
Serikat dengan Korea Utara hampir berbuah perang. Korea Utara menolak 
inspeksi dari inspektur IAEA perihal reaktor nuklirnya. Amerika Serikat beserta 
DK PBB berencana memberikan sanksi finansial sebagai akibat dari tindakan 
penolakan yang dilakukan Korea Utara tersebut. Bagi Korea Utara, pemberian 
sanksi berarti perang. 
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Jimmy Carter membawa sejumlah agenda untuk dinegosiasikan dengan pihak 
Korea Utara. Karena kunjungan Carter tidak masuk dalam kerangka diplomasi 
Track One, maka tidak dilakukan pembahasan lebih dalam. Namun kunjungan 
yang dilakukan oleh Carter tersebut membuka jalan bagi diplomasi-diplomasi 
berikutnya yang dilakukan oleh Amerika.  

 
Sebagai tindak lanjut dari hasil diplomasi yang dicapai oleh kunjungan Jimmy 
Carter ke Pyongyang pada 15 Juni 1994, Amerika dan Korea Utara sepakat untuk 
mengadakan negosiasi lanjutan yang bertempat di Geneva pada bulan Oktober 
1994. Perundingan yang berlangsung pada 21 Oktober 1994 tersebut menghasilkan 
kesepakatan bersama yang kini dikenal dengan nama Geneva Agreed Framework. 
 
Sebagai sebuah kesepakatan, Agreed Framewok berisiskan elemen-elemen yang 
menguntungkan maupun merugikan kedua belah pihak. Seperti telah disinggung 
dalam kunjungan Carter terdahulu. Korea Utara meminta beberapa kompensasi 
apabila Amerika bersikeras untuk menutup reaktor nuklirnya di Yongbyon. Inti 
dari Agreed FrameWork  ini adalah kesepakatan Amerika Serikat untuk memberi 
Korea Utara  serangkaian keuntungan, seperti: bantuan ekonomi, bantuan energi, 
perbaikan hubungan diplomatik dan pencabutan sanksi ekonomi sebagai timbal 
balik dari ditutupnya reaktor nuklir yang dimiliki Korea Utara.  
 
Reaktor nuklir yang dimaksud oleh pihak Amerika Serikat adalah reaktor atom 
berkekuatan 5 Mega Watt yang mulai dioperasikan pada tahun 1987, dua reaktor 
lebih besar (berkekuatan 50 dan 200 Mega Watt) yang sedang dalam tahap 
pembangunan di daerah Yongbyon dan Taechon sejak tahun 1984 serta pabrik 
pemrosesan ulang plutonium sepanjang 600 kaki (Niksch, dalam www. 
fpc.state.gov/document/organization/27532.pdf, diakses 3 Maret 2007).  
 
Secara umum, kesepakatan antara Amerika dan Korea Utara ini mampu 
meredakan ketegangan yang terjadi diantara keduanya. Menghindarkan kepada 
kemungkinan perang yang akan terjadi. Meskipun pada akhirnya kesepakatan ini 
tidak akan pernah terwujud, dan diputuskan secara sepihak oleh Amerika Serikat 
pada era pemerintahan George W Bush. Namun pada era pemerintahan Clinton, 
kesepakatan ini mengambil point yang penting dalam perkembangan diplomasi 
antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. 

 
 

Diplomasi AS pada Era George W Bush (2003-2007) 
 

Pada era pemerintahan yang dipimpin oleh Bush Kebijakan Luar Negeri Amerika 
Serikat mengalami perubahan. Kebijakan Amerika Serikat yang  sebelumnya 
bersifat multilateral berubah drastis menjadi kebijakan unilateral yang 
mengandalkan aksi militer preemptive. Serangan militer ke Afghanistan (2001) 



 198 

dan Irak (2003) adalah bukti empiris perubahan kebijakan luar negeri Amerika 
Serikat.  
 
 

Diagram 1.4. 
Sistem Kebijakan Luar Negeri Bush 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Jerel A. Rosati, The Politics of United States Foreign Policy 

 (Canada: Wadsworth, 2004), hal 132. 

 
 
Diagram 1.4. mengilustrasikan bahwa dalam perumusan kebijakan luar negeri AS, 
presiden tidak dapat melepaskan diri dari masukan-masukan yang diberikan para 
penasihatnya, baik staf pribadi yang berkantor di Gedung Putih maupun para 
anggota kabinet yang tergabung dalam National Security Council (NSC). Tidak 
tertutup kemungkinan, para penasihat itu tidak sekadar memberikan masukan 
tentang kebijakan luar negeri yang harus diambil Amerika Serikat, tapi juga 
menanamkan pengaruh agar presiden mengikuti nasihat yang diajukannya.  
 
Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya Bush mendapat pengaruh dan saran 
informal dari lima pihak yang mewakili lembaga, yaitu; Wakil Presiden: Dick 
Cheney; Menteri luar Negeri: Colin Powell (2001-2005), Condoleezza Rice (2005); 
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Menteri Pertahanan: Donald Rumsfeld (2001-2006), Robert Gates (2006). 
Penasehat Keamanan Nasional: Condoleezza Rice (2001-2005); serta Chairman 
Joint Chiefs of Staff: Richard Myers. 
 
Pemerintahan Bush menyatakan bahwa sesungguhnya krisis nuklir Korea Utara 
ini tidak hanya merupakan permasalahan internal Amerika Serikat saja, tetapi 
juga merupakan permasalahan internasional (www.usinfo.state.gov/xarchives/ 
display.html, diakses 12 April 2006). Oleh karenanya isu ini akan dapat 
diselesaikan dengan upaya-upaya kesepakatan dari komunitas internasional. 
Pemerintah Amerika pada periode ini telah meningkatkan kapasitas diplomasinya 
dengan melakukan pendekatan kepada Korea Selatan, Jepang, Rusia dan 
khususnya Cina sebagai upaya menekan Korea Utara untuk menghentikan segala 
aktivitas nuklirnya. 
 
Pada periode pemerintahan Bush, Amerika Serikat lebih berkonsentrasi untuk 
mengupayakan diplomasi Track One nya pada jalur multilateral. Presiden Bush 
menyatakan pendekatan secara multilateral akan lebih tepat dan efektif dari pada 
pembicaraan bilateral antara Amerika Serikat dan Korea Utara 
(www.usinfo.state.gov /xarchives/display.html, diakses 12 April 2006). Tercatat 
dalam periode waktu April 2003 hingga September 2007 Amerika mengupayakan 
diplomasi multilateral dengan mengajak Jepang, Cina, Korea Selatan dan Rusia. 
Perundingan pun digelar melalui Tri Party talks dan Six Party talks. Namun 
sebelum Bush melangkah kepada pendekatan multilateral, tercatat ada dua kali 
pertemuan bilateral. Yakni kunjungan perwakilan Korea Utara kepada Gubernur 
New Mexico, Richardson, pada 11 Januari 2002 dan kunjungan James Kelly ke 
Pyongyang pada Oktober 2002. Tercatat pula beberapa kali pertemuan bilateral 
berlangsung dalam perundingan Six Party Talks. Meskipun terdapat beberapa 
pendekatan diplomasi secara bilateral, pemerintahan Bush lebih berminat untuk 
melakukan diplomasi dalam kerangka multilateral. Pemerintahan Bush sebisa 
mungkin menghindari terjadinya negosiasi bilateral dengan Korea Utara karena 
pemerintahan Bush menilai Korea Utara sering kali melanggar perjanjian yang 
telah dibuat bersama.  
 
 

Kesimpulan 
 

Diplomasi Amerika dalam menghadapi krisis nuklir di Semenanjung Korea (1994-
2007) terjadi pada dua era pemerintahan. Yakni pada era pemerintahan Bill 
Clinton dan George W. Bush. Penggunaan diplomasi pada kedua era pemerintahan 
tersebut menggambarkan sebuah pendekatan yang berbeda cukup signifikan. 
Meskipun kedua presiden sama-sama menggunakan diplomasi track one tetapi 
keduanya memiliki kecenderungan yang bertolak belakang. Pendekatan diplomasi 
keduanya juga bukan merupakan suatau rangkaian yang berkesinambungan. Bush 
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secara tegas menolak melakukan diplomasi yang sama dengan apa yang dilakukan 
oleh Clinton. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Bush untuk keluar dari 
perjanjian Agreed Framework  pada tahun 2002. Seperti telah dibahas 
sebelumnya, Agreed Framework merupakan sebuah deal  yang terjadi antara 
pemerintahan  Amerika Serikat dengan Korea Utara pada tahun 1994 pada era 
Clinton. 
 
Pada era pemerintahan Clinton, diplomasi yang dimainkan cenderung bertahap 
dan perlahan. Negosiasi berlangsung diseputar permasalahan kecil dan berlanjut 
pada permasalahan besar. Berbagai kunjungan diplomatik pun dilakukan. Tercatat 
beberapa kali perwakilan diplomatik Amerika Serikat mengunjungi Pyongyang 
untuk mengadakan negosiasi ataupun hanya sekedar mengumpulkan informasi 
mengenai perkembangan program nuklir di Korea Utara. Diplomasi yang 
dilakukan Amerika Serikat pada era Clinton ini berada pada tataran Track One 
Diplomacy.  
 
Diplomasi Amerika Serikat pada era Clinton lebih menekankan pada pendekatan 
bilateral. Pada era Clinton tercatat sedikit sekali pertemuan dalam kerangka 
multilateral. Bahkan hampir bisa dibilang tidak ada perundingan multilateral yang 
melibatkan Korea Utara ataupun yang membahas permasalahan nuklir Korea 
Utara. Perundingan-perundingan yang terjadi hampir seluruhnya berada pada 
tataran perundingan bilateral antara kedua negara tersebut. Mulai dari Agreed 
framework  hingga perundingan-perundingan mengenai teknologi misil yang 
dimiliki Korea Utara, semuanya dilakukan secara bilateral.  
 
Pada masa pemerintahan presiden Bush, Amerika tidak bertumpu pada 
penggunaan diplomasi bilateral lagi. Mengingat kegagalan Agreed Framework 
1994. Bush mengangkat permasalahan ini menjadi permasalahan keamanan 
bersama. Pada level internasional. Sehingga memungkinkan untuk melakukan 
perundingan secara multilateral. Kerangka multilateral dinilai sebagai cara terbaik 
untuk mencapai perdamaian internasional. Bersama dengan koalisi yang dibentuk 
(six party talks) Bush tidak lagi menggunakan step by step diplomacy seperti era 
Clinton. Tetapi lebih kepada negosiasi secara umum, big deal, yakni mengakhiri 
program nuklir Korea Utara dengan disertai beberapa imbalan seperti jaminan 
keamanan dan insentif berupa bantuan ekonomi terhadap Korea Utara.  
 
Menariknya, dari sejumlah perbedaan penggunaan diplomasi antara Clinton dan 
Bush terdapat persamaan pola yang digunakan. Pola tersebut adalah: carrot stick 
for donkey. Yakni, Korea Utara diiming-imingi dengan berbagai macam bantuan 
dan konsesi bila Korea Utara sepakat untuk menutup reaktor nuklirnya. Pada 
perjanjian-perjanjian dan kesepakatan yang dibuat pada era Clinton dan Bush 
dapat kita lihat bahwa hasil dari perjanjian tersebut adalah sepaket keuntungan 
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bagi Korea Utara. Semuanya demi satu tujuan, yakni ditutupnya program nuklir 
dan program misil Korea Utara.  
 
Fakta menarik lain yang dapat ditemukan adalah adanya ketidak-konsistenan 
antara kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh masing masing pemerintahan 
dengan pendekatan diplomasinya pada permasalahan nuklir Korea Utara ini. Pada 
era Bush, kebijakan luar negerinya bertumpu pada preemptive strike melalui aksi 
unilateral. Sedangkan upaya-upaya diplomasinya dalam kasus Korea Utara 
cenderung pada aksi damai dan multilateral. Tidak dengan penggunaan unsur 
kekerasan (preempative strike) maupun pendekatan secara unilateral. Begitupun 
pada era Clinton, kebijakan luar negeri yang dianut oleh pemerintahan Clinton 
bersifat multilateral (dapat dilihat dari usahanya untuk mensponsori terciptanya 
perjanjian damai antara Israel-Palestina di Oslo tahun 1993, kasus Somalia, 
meredakan ketegangan di Haiti, kasus bailouts peso di Meksiko, dan peranannya 
dalam membantu meredakan  konflik antara Bosnia-Kosovo). Namun upaya-
upaya diplomasinya dalam menyelesaikan krisis nuklir di Semenanjung Korea di 
dominasi dengan pendekatan bilateral.  
 
Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Amerika  selama ini belum bisa dikatakan 
berhasil. Baik diplomasi yang dilakukan oleh Clinton maupun Bush. Reaktor-
reaktor nuklir Korea Utara belum berhasil ditutup sepenuhnya. Korea Utara 
sendiri terkesan mengulur-ngulur waktu dan mencoba mendapatkan hasil 
negosiasi yang lebih baik. Rektor-reaktor nuklir tersebut adalah kartu truf  Korea 
Utara dalam berbagai perundingan yang dilakukannya bersama Amerika Serikat. 
Dan Korea Utara tampaknya tidak akan semudah itu untuk menyerahkan kartu 
truf nya kepada Amerika Serikat. Dibalik itu masih ada program pengembangan 
misil yang dimiliki Korea Utara. Kedua hal ini akan menjadi pekerjaan rumah 
yang belum terselesaikan bagi Bush dan calon pengganti Bush pada pemilihan 
presiden Amerika mendatang. 
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